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21. Petugas Proteksi Radiasi adalah Pekerja Radiasi yang
ditunjuk oleh Pemegang Izin dan mendapatkan izin
bekerja dari Badan Pengawas Tenega Nuklir untuk
mengawasi dan melaksanakan pekerjaan yang
berhubungan dengan Proteksi Radiasi dan Keselamatan
Radiasi.

22. Nilai Batas Dosis adalah dosis radiasi akumulatif terbesar
yang dapat diterima oleh Pekerja Radiasi dan anggota
masyarakat dalam jangka waktu tertentu tanpa
menimbulkan efek genetik dan somatik yang sigrrifikan.

23. Pembatas Dosis adalah nilai dosis radiasi yang digunakan
sebagai panduan untuk melakukan optimisasi Proteksi
Radiasi dan Keselamatan Radiasi dalam Paparan
Terencana.

24. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

25. Tingkat Panduan Diagnostik adalah suatu nilai yang
dinyatakan dalam dosis radiasi atau aktivitas
radiofarmaka yang diberikan pada pasien dalam
pemeriksaan radiologi diagnostik dan intervensional serta
kedokteran nuklir diagnostik yang difungsikan sebagai
indikator penerapan optimisasi Proteksi Radiasi dan
Keselamatan Radiasi pada pasien,

26. Dosimetri adalah pengukuran, perhitungan, dan
pengkajian dosis Radiasi Pengion dalam bentuk energi
yang diserap oleh suatu materi.

27, Progran Proteksi dan Keselamatan Radiasi adalah
pengaturan yang dibuat secara sistematis sebagai acuan
bagi pelaksanaan tindakan Proteksi Radiasi.

28. Kesiapsiagaan Nuklir dan Radiologik yang selanjutnya
disebut Kesiapsiagaan adalah kemampuan siaga untuk
melakukan tindakan yang efektif untuk memitigasi
konsekuensi kedaruratan nuklir terhadap manusia,
kesehatan, harta benda, dan lingkungan hidup.

Kedaruratan Nuklir dan Radiologik yang
selanjutnya disebut Penanggulangan Kedaruratan adalah
serangkaian kegiatan yang dilakukan pada saat tedadi
kedaruratan nuklir untuk mengurangi dampak serius
yang ditimbulkan terhadap manusia, kesehatan, harta
benda, dan lingkungan hidup.

30. Kedaruratan . . .
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prosedur yang diperlukan untuk menerapkan Proteksi
Radiasi dan Keselamatan Radiasi.

Pasal 14

(1) Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf b meliputi:
a. peralatan pemantau tingkat radiasi;
b. peralatan pemantau tingkat kontaminasi radioaktif;
c. peralatan pemantau dosis perorangan meliputi:

1. dosimeter pasif; dan
2. dosimeter aktif;

d. peralatan pemantau tingkat radioaktivitas lingkungan;
dan/atau

e. peralatan pelindung diri.

{21 Perlengkapan Proteksi Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis Sumber Radiasi
Pengion dan energi radiasi yang digunakan.

Pasal 15

(U Pemegang Izin wajib memastikan perlengkapan Proteksi
Radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c ang!<a 2, dan huruf d dikalibrasi
secara berkala.

(21 Kalibrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilal<ukan oleh fasilitas kalibrasi yang memperoleh izin
dari Badan atau fasilitas kalibrasi di negara lain yang telah
memperoleh izin atau pengakuan dari badan pengawas
atau otoritas berwenang di negara asal.

Pasal 16

(1) Pemegang Izin wajib melakukan pemantauan daerah kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c untuk:
a. mengevaluasi kondisi radiologik di daerah kerja;
b. menilai tingkat paparan di daerah pengendalian dan

daerah supervisi; dan
c. mengevaluasi kembali penetapan daerah pengendalian

dan daerah supervisi.
(21 Pemantauan daerah keda sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib dilakukan secara berkala atau
sewaktu-waktu.

(3) Pemantauan . . .
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(6) Rekaman hasil penerapan Proteksi Radiasi pada Paparan
Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
meliputi:
a. hasil pemantauan paparan eksternal;
b. hasil pemantauan lepasan radioaktif ke lingkungan;
c. hasil pemantauan tingkat radioaktivitas di lingkungan;
d. hasil klierens; dan/ atau
e. hasil pengukuran parameter penting lainnya yang

diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap
Paparan Publik.

Paragraf 7
Persyaratan Keselamatan Radiasi

dalam Instalasi/ Fasilitas dan Kegiatan l,ainnya

Pasal 66

(1) Pemegang Izin wajib memenuhi persyaratan Keselamatan
Radiasi dalam instalasi/fasilitas dan kegiatan lainnya
dalam tahapan kegiatan:
a, penentuan tapak;
b. desain;
c. pembuatan;
d. konstruksi;
e. pemasangan;
f. komisioning;
g. operasi atau penggunaafl;
h. perawatan;
i. dekomisioning; dan/atau
j, penetapan penghentian.

(21 Persyaratan Keselamatan Radiasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang ditujukan untuk pencegahan dan
mitigasi kecelakaan didasarkan atas prinsip:
a. kaidah rekayasa yangbatk lgood engineering pradicel;

dan
b. sistem pertahanan berlapis.

(3) Penerapan kaidah reka5rasa yang baik (good engineerin4
practtnel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
minimal memenuhi:
a. standar nasional dan/ atau standar internasional dan

teknologi yang telah tenrji;
b. persyaratan keselamatan yang memadai terhadap

desain, konstruksi, operasi Sumber Radiasi Pengion,
instalasi nuklir, dan fasilitas bahan galian nuklir;

c. Proteksi . . .
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a. uraian kondisi fasilitas terkini;
b. struktur organisasi dekomisioning;
c. rencana pelaksanaan dekomisioning;
d. kajian ke selamatan;
e. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
f. Proteksi Radiasi dan Keselamatan Radiasi;
g. Keamanan Zat Radioaktif;
h. penanganan limbah radioaktif;
i. survei radiologi akhir;
j. deskripsi wilayah taabang;
k. penutupan fasilitas penambangan dan/ atau

pengolahan bahan galian nuklir;
L remediasi lingkungan hidup; dan/atau
m. pengelolaan dan pemulihan kondisi lingkungan hidup

dan radiologis wilayah tambang.

(31 Program sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disampaikan kepada Kepala Badan untuk
memperoleh:
a. inn Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion;
b. izin instalasi nuklir; atau
c. izrrr pertambangan bahan galian nuklir.

Bagian Ketiga
Keselamatan Radiasi dalam Paparan Darurat

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

(1) Keselamatan Radiasi dalam Paparan Darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
a. Kesiapsiagaan;

Kedaruratan; dan
c. rehabilitasi dan rekonstruksi.

(21 Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Kedaruratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan pada tingkat:
a. nasional;
b. daerah; dan/atau
c. instalasi/fasilitas.

(3) Kesiapsiagaan . . .

b.
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(41 Fungsi penanggulangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b meliputi:
a. manajemen operasi tanggap darurat;
b. identifikasi, pelaporan, dan pengaktifan;
c. tindakan mitigasi;
d. tindakan pelindungan;
e. pemberian informasi, instruksi, dan peringatan kepada

masyarakat;
f. pelindungan untuk petugas penanggulangan;
g. penanganan medis;
h. komunikasi publik;
i. pengelolaan limbah radioaktif;
j. mitigasi konsekuensi nonradiologik;
k. penghentian Kedaruratan Nuklir; dan
l. analisis kedanrratan dan tanggap darurat.

Pasal74

(U Pemegang Izin wajib melakukan kajian potensi bahaya
radiologik terhadap instalasi/ fasilitas dan kegiatan
lainnya yang menjadi tanggung jawabnya.

(21 Kajian potensi bahaya radiologik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan untuk:
a. men5rusun dan menetapkan program Kesiapsiagaan;

dan
b. mengembangkan strategi proteksi untuk:

1. melindungi anggota masyarakat dari Paparan
Darurat; dan

2. melindungi petugas penanggulangan dari Paparan
Darurat.

(3) Program Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf a harus terintegrasi dalam sistem
manajemen.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kesiapsiagaan dan
Kedaruratan di tingkat instalasi/fasilitas
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Paragmf 4
Pelindungan Terhadap Anggota Masyarakat

dan Petugas Penanggulangan

Pasal 76

(1) Pemegang Izin wajib mengembangkan strategi proteksi
untuk melindungi anggota masyarakat dari Paparan
Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (21

hurufb angka 1.

(21 Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan hasil kajian potensi bahaya radiologik dan
kategori potensi bahaya radiologik.

(3) Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:
a. memastikan penerimaan dosis masyarakat pada saat

kedaruratan tidak melampaui kriteria dosis untuk
masyarakat sebesar 5O mSv (lima puluh milisievert);

b. menerapkan tindakan pelindungan dan/atau tindakan
Penanggulangan Kedaruratan jika batas dosis pemicu
kedaruratan dilampaui; dan
menggunakEux tingkat intervensi operasional untukc.
melaksanakan berbagai aspek tindakan
Penanggulangan Kedaruratan.

(41 Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori bahaya
radiologik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dalam Peraturan Badan.

Pasal77

(1) Pemegang Izin wajib mengembangkan strategi proteksi
untuk melindungi petugas penanggulangan dari Paparan
Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (21

huruf b angka 2.

12) Strategi proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memastikan petugas penanggulangan
tidak menerima Paparan Darurat dengan dosis efektif
melebihi 5O mSv (lima puluh milisievert) kecuali dalam
kondisi tertentu.

(3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi:

a. tindakan . . .
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Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian Paparan
Eksisting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 humf a,
huruf b, dan huruf d diatur dalam Peraturan Badan.

Bagian Kelima
Sanksi Administratif

Pasal 94

(1) Kepala Badan menjatuhkan sanksi administratif kepada
Pemegang Izin yang melanggar ketentuan persyaratan
Keselamatan Radiasi.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a, peringatantertulis;
b. pembekuan tzin; atau
c. pencabutan izin.

Pasal 95

(1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayatlLl, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),
Pasal 1O ayat (21, Pasal 11 ayat (2), Pasal 15 ayat (1) atau
ayatl2l, Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 17, Pasal 18
ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 21 ayat (l) atau ayat (4) ,
Pasal22 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24
ayat (1) atau ayat (3), Pasal 26, Pasal 27 ayat {1), Pasal 29
ayat (1), Pasal 3O ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (4), atau
ayat (5), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), Pasal 39,
Pasal 41 ayat {1), Pasal 44 ayat (1), Pasal 46 ayat (1} atau
ayat (2), Pasal 47 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 48 ayat (1)
atau ayat (2), Pasal 51 ayat (1) atau ayat (21, Pasal 54
ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 57
ayat (1), Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1),
Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1),
Pasal 65 ayat (1), Pasal 66 ayat (1), Pasal 67 ayat (1),
Pasal 68 ayat (1), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1),
Pasal 76 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (2) atau
ayat (3), Pasal 80 ayat (1), Pasal 83, Pasal 86 ayat (3), dan
Pasal 87 ayat (1), dikenai peringatan tertulis kesatu oleh
Kepala Badan.

(2) Pemegang. . .
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l2l Pemegang lzin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kesatu.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pemegang lzin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis kedua.

(4) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan terLulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis ketiga.

(6) Pemegang lzin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paline
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tangga.l
dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(71 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21, ayat (4), atau ayat (6) Pemegang Izin telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, Kepala
Badan menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan
Keselamatan Radiasi.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis ketiga, Kepala Badan membekukan izin,

(9) Pemegang lzrn wajib menghentikan sementara
kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Pemegang Izin wajib pembekuan izin
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pembekuan izin.

( 1 1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) Pemegang Izin telah menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan menerbitkan keputusan pemberlakuan
kembali izin.

(12) Apabila. . .
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(3) Pemenuhan kompetensi sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan pefaturan perundang-undangan.

Pasal 116

(U Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2)
huruf a, huruf b, dan huruf c wajib mendapatkan izin
bekerja dari Badan.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai kualilikasi dan
kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
serta tata cara memperoleh izin bekerja diatur dengan
Peraturan Badan.

Pasal 117

(1) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115
ayat (21huruf d mempunyai tugas dalam perencanaan dan
pelaksanaan Keselamatan Radiasi.

l2l Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
kualifrkasi dan kompetensi di bidang:
a. Proteksi Radiasi;
b. medik;
c. industri; dan/atau
d. lingkungan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lingkup tugas, kualifikasi
dan kompetensi, serta mekanisme penetapan tenaga ahli
diatur dengan Peraturan Badan,

Pasal 118

(1) Pemegang Izin wajib memberikan pelatihan Keselamatan
Radiasi dan/ atau Keamanan Zat Radioaktif kepada
petugas dan Pekerja Radiasi lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) huruf a, huruf b,
hunrf c, dan huruf e untuk pemenuhan kualilikasi dan
kompetensi.

12) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh:
a. Pemegang lzin; dan/atart
b. lembaga pelatihan.

(3) Pelatihan. . .
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Bagian Ketiga
Sistem Manqjemen

Pasal 122

(1) Pemegang lzin wajib men5rusun, menetapkan,
mengembangkan, menerapkan, mengevaluasi, dan
meningkatkan sistem manajemen sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 113 ayat (1) huruf c.

l2l Sistem manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:
a. kebijakan dan perencanaan;
b. manajemen sumber daya;
c. tanggung jawab manajemen;
d. pelaksanaan proses;
e. pengukuran efektivitas, penilaian, dan peluang

perbaikan;
f. penerapan pendekatan bertingkat persyaratan sistem

manajemen;
g. dokumentasi sistem manajemen; dan
h. Budaya KeseLamatan dan/ atau Budaya Keamanan.

(3) Penerapan sistem manajemen wajib dikaji ulang secara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 123

(1) Pemegang Izin wajib menetapkan kebijakaa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal L22 ayat (2) huruf a untuk
Keselamatan Radiasi dan/ atau Keamanan Zat Radioaktif
dalam organisasi yang dilaksanakan oleh semua unsur
organisasi.

(2) Kebiia*an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. visi, misi, dan kebijakan sistem manajemen;
b. kebljakan terhadap keselamatan sebagai prioritas

utama;
c. identifikasi interaksi antara manusia, teknologi, dan

organisasi;
d. perilaku personel yang diharapkan dalam pelaksanaan

Budaya Keselamatan dan/ atau Budaya Keamanan;
dan

e. akuntabilitas keselamatan.

Pasal 124. . .
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(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 Pemegang lzin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kesatu, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis kedua.

(4) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis
kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis kedua.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis kedua, Kepala Badan memberikan peringatan
tertulis ketiga.

(6) Pemegang Izin w4iib menindaklanjuti peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling
lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga.

(71 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2l,, ayat (4), atau ayat (6) Pemegang Izin telah
menindaklanjuti peringatan tertulis kesatu, peringatan
tertulis kedua, atau peringatan tertulis ketiga, Kepala
Badan menerbitkan pernyataan pemenuhan ketentuan
manajemen Keselamatan Radiasi dan Keamanan 7at
Radioaktif.

(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) Pemegang lzin tidak menindaklanjuti peringatan
tertulis ketiga, Kepala Badan membekukan izin.

(9) Pemegang lzin wajib sementafa
kegiatannya terhitung sejak ditetapkannya keputusan
pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Pemegang Izin wqiib pembekuan izin
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal
ditetapkannya keputusan pembekuan izin.

(11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) Pemegang Izin telah menindaklanjuti pembekuan
izin, Kepala Badan menerbitkan keputusan pemberlakuan
kembali izin.

(12) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) Pemegang Izin tidak menindaklanjuti pembekuan
izin, KepaLa Badan mencabut izin.

(13) Dalam. . .
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